
 

 
 

 

BUPATI PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR    28    TAHUN 2020 

  

TENTANG 

 

KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM 

WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 
dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak atas 

Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan 

Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minimal Sektor 
Perdesaan dan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten Pesisir 
Barat; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5364); 

 
3. Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan   Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang  Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 



 

 
 

Daerah atau yang dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 

 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19); 

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 

 
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 

45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 

45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2019 Nomor 130); 

 
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pesisir 

Barat. 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG KETETAPAN OBJEK PAJAK 

BARU DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN 



 

 
 

BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 

DALAM WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat. 

2. Tahun Pajak adalah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

4. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

BAB II 

KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU DAN KETETAPAN MINIMAL 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN (PBB-P2) 

 

Pasal 2 

Ketetapan Objek Pajak Baru atau Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang PBB-P2 diterbitkan 3 (tiga) tahun sampai dengan Pajak 

tahun berjalan. 

 

Pasal 3 

Besaran Ketetapan Minimal PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- 

(dua puluh ribu rupiah).    

 

BAB III 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU 

DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 

 

Pasal 4 

(1) Pajak terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. 

(2) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat. 

       Ditetapkan di Krui 

       pada tanggal  13 Mei 2020 

       BUPATI PESISIR BARAT, 

 

               ttd 

 

             AGUS ISTIQLAL 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal 13 Mei 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT, 
 

            ttd 

 

N. LINGGA KUSUMA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 170 
 
 

       SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 

NIP. 19740526 200212 1 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


